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B18 (2022) : Penyusunan draft kebijakan bantuan hukum bagi korban 

terutama kelompok rentan dan perempuan. 

 

 

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa telah dilakukan analisis dan 

evaluasi terhadap peratiran perundang-undangan yang terkait dengan akses pelayanan 

Bantuan Hukum. Melalui analisis dan evaluasi hukum akan dilakukan identifikasi terhadap 

persoalan-persoalan kelompok rentan dan perempuan yang terdapat pada peraturan 

perundang-undangan terkait akses pelayanan bantuan hukum baik pada tataran normatif 

maupun efektivitas implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan 

perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi 

dan dengan demikian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembangunan hukum 

nasional. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah melakukan 

evaluasi kebijakan Bantuan Hukum terkait pemberian Bantuan Hukum bagi korban, terutama 

kelompok rentan dan perempuan. Adapun hasil evaluasi yang dilakukan dengan metode 6 

(enam) dimensi analisis dan evaluasi ini juga diperkuat dengan diskusi yang dilakukan dalam 

jaringan LBH APIK pada workshop dengan tema : Pembelaan Pidana, yang dikhususkan 

untuk mendorong perlindungan bagi terdakwa yang rentan.  

Dari hasil evaluasi tersebut, telah disusun draft kebijakan bantuan hukum bagi korban 

terutama kelomppok rentan dan perempuan. Draft kebijakan ini berupa kurikulum pendidikan 

yang ada dalam Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Paralegal. Tujuan dimasukannya mata 

pelajaran Gender, Minoritas, dan Kelompok rentan pada Pedoman Pendidikan dan Pelatihan 

Paralegal, menjadi salah satu kebijakan dari BPHN agar Paralegal dapat mlakukan 

pendampingan non litigasi seperti pendampinga di luar persidangan. Serta jika kelompok 

rentan ini kesulitan dalam memperoleh Surat Keterangan Miskin (SKTM0, yang mana menjadi 

syarat memperoleh bantuan hukum.  

 

 

 

 



Lampiran Data Dukung  

Mata Pelajaran Gender, Minoritas, dan Kelompok rentan pada Pedoman Pendidikan dan 

Pelatihan Paralegal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


